
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( tll Perwal<il;:n Provinsi Bali

Radar Sall

Edisi : L<nis, (o s+ffanbt zclts-

Hal : Ll

..,,,{litu,.,

W
HUKUTI
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SERET NAMA LAIN: I Made Sueca Antara, terdakwa
kasus korupsi BBM menjalani sidang di Penga-
dilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Sueca Seret
Arni SantoCo

DENPASAR - Terdakwa kasus korupsi BBIV1

I Made Sueca Antara yang seorang anggota
DPRD Jembrana, menyeret nama Ami San-
toso, pemilik UD Sumber Maju. Hal itu di-
ungkapkan dalam pemeriksaan terdala,va di
PengadilanTipikor Denpasar, kemarin (9/9).

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Patensili
didampingi oleh hakim Beslin Sihombing dan
Miftahul. Dalam penjelasannya, Sueca menga-
takan bahwa dirinya sama sekali tidaktahu atas
perusahaannya ini. Dia hanya dipinjam nam4
lantaran bapalcrya sudah dalam kondisi sakit.
Akhimya, dibuatkan alda atas narna dirinya s
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"Bahkan, tanda tangan saya di izin SITU HO

!9rpt F"f"mpat Usaha), SIup (Sulat lzin
Usaha Perdagangan) kemudian izin laftrnra,
termasuk permohonan rekomendasi tarirfu
ll"gul sayd dipalsu. Saya sudah laporkan
Ngurah Nlyoman, atas kasus inii' Jelasnfa
Dia juga memastikan bahwa terkait

keuntungad dirinya tidak ikut menilrnati.
Bahkan, sama sekali tidak tahu - menahu
keuntungan dinikrnati bapalcnya dan pemi-
likArni Santosa. Sekadarmengingatkan, se_
belumnyalama Ami Santosa sempat santer
beredar diselamatkan dalam kasus ini.
Dengan pogisi sama dengan Sueca namun
tidak jadi terdalq^/a, bahlgn kesaksiannva
saja dibacakan alias tidak dihadirkan.

, Sempat terjadi perdebatan dalam sidang
kemarin, terkait muncuJnya nama Ami Sanl
tosa. |alsa juga sempat mengej€u peran narnzr

T: "M"---g dia sebagai pemilik jelas ada
clalam akta notaris. Amimemberikan mesin,
modal, dan ayah_sayahanya lahanjijelasnya.

_Vary rngyqt< tagi, hakim sempai menge_

i"t "* t"r**u"u -"r"*-i^*ini setelah iliminta oleh fadispe;iil;;
Ayu Ardini dalam pertemuan ai rumafi
gt*al: Sueqa mengakui sudah menemui
Kapolres Jembrana untuk memohon jaian
feJugr kasus ini. "r\nda minta ugu, [ur";
ini dirutup?" ranya hakim. ,,Tii'ak. 

Saya
hanya minta jalan keluar, namun pik
Kapolres bilang tidak bisai,kiiah Sueca.

pia jugq sempat ditanya, lantaran kasus

ini aneh. Dua terdakrva malah disidangkan
pengadilan rrrurn, narnun dia dan tcidis_
kop disidangdi pengadilan tipikor. ,.Setelah

kasus ini muncul, Pak lCjad (lembrana, Red)
tidak mau mengangkat telepon sayaj, iawab
anggota DPRD dari Fralai pDlpini.

"Saya mengadu ke pak Bupati, diminta
untuk menjalani saja," urainya.

Usai pemeriksaan terdakraa, iaksa sesera
akan menyiapkan agenda tuniutan daiam
sidang selanjutnya. Seperti halnya dakvaan,
terdaknra I Made Suecaentara Sf adalah pria
kelahiran 14 November 1925, dengan alarnat
Dusun Sebual Desa Dangin nrkad Aya fe_
camatan Iembrana Kabupaten Iembrana.
Dia adalah anggotaDpRD aktifdi lembrana.
Bahwa terdalq^/a Sueca sebagai pemilikdan
penanggungjawab UD SumberMaju di desa
Penyaringan Jembrana yang mempunvai
modal dan kekayaan Rp r5o jita berdiariian
zrn merupakan jenis usaha kecil.

Sehgusnya,{lD Sumber Maju tidak berhak
mendapat rekomendasi perirletian nnl4.
I€{ena.Iaiteria usahanya adalah usaha kecil.
:f."gg" ]"g berhak adalah usaha miko.
i'vamun, berdasarkan rekomendasi l(adisper_
indag Iembrana Ni Made Ayu Ardariilbeik;
te_ryisah, Red), uD SumberMaju bisa dlnbe[
lg11 

b"TLltidi sebanyak s6 rt"i p"i ;;]
Ataskondisiiniterdakwamerugikankeuanmn
negara cq pertamina Rp 26f jutalebih.
. 
perbuatan ini diancam pasal 2 ayat I

ltlnc-to Pasal l8 ayat I huruf f Unai"" _

Undang RI Nomor 3l Tahun 1999 tentaie
Pemb,erantasa_n Tipikor r"b";;il;;
gu3tqh dengan Undang _ Undarig Nornor
20 Tahun 2001 tentang undang ju"au"n
yang sama.,lZncto pasal65 ayit I Kt Hi
Sedangkan dakwaan subsider"pasa S De;_
yalahgunaan juncto pasalre uyai r fruirTl
undang - undang yan g samaji nc to pasil
65 ayar t KUHp (artly'es)

Sempat Minta lalan Keluar
ke Kapolres

I SUECA

Sambungan dari hal2t
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KoRUPSI v
Ketua Poktan
Negara Rp 340 Juta

KETUA KelompokTani Temak BinaWinangun, Desa Batur
Tengah, Kintamani Nyoman luniad4 40, dituduh melakukan
korupsi hingga merugikan keuangan negarl Rp 340 juta.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasarkemarinyang
dipimpin Hakim Besliri Sihombing, dengal faksa I Bagus

Agung membeberkan, kasus ini berawal dari bantuan Kredit
Kitahanan Pangan dan Energi (KI(PE) pada2008 dan 2009.

fuga menerima kredit tanpa anggunan. Lantag pada tahun
ZO1Z terdakwa melakukan kegiatannya dengan mengha-
biskan dana hingga Rp l&7.439.600. "Namun, penggunaan

dana ini tidak didukung bukti-buldl kata jaksa. (artlyor)
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Gubernur llsulkan
RevisiDuIUU

DXNPASAR . Gubernur Bali
Made Mangku Pastika mengu-
sulkan revisi dua Undang-un-
dang (UU). Yakni UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah, dengan UU
Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Provinsi BaIi NTB
dan NTT. Hal itu disampaikan
Pastika saat menjadi keynote
speaker dalam acara seminar
sehari benajuk "Mencari Format
Perimbangan Keuangan Pusat
dan DaerahyangAdil dan Usulan
Revisi Undang-Undang Nomor
64]hhun l958'l

Pastika menjelaskan, revisi UU
33/2004 karena hanya menyebut
bagi hasil sumber daya alam
(SDt\) dari kehutanal pertam-
bangan umum, pertambangan
rninyak bumi, dan gas bumi. Se-
dangkan kepariwisataan (dalam
arti luas) tidak masuk, sehingga
dirasakannya tidak rasional dan
tidak adil. Akibaury4 dana per-
irnbangan yang dialokasikan
untuk Provinsi Bali relatif kecil
dibandingkan dengan besamya
devisa negara yang dihasilkan
dari pariwisata BaIi yang men-
capai Rp 47 triliun.

Dalam kesempatan itu, Pastika
juga mengusulkan revisi UU 64/
I 958, tujuannya untuk pemben-
tukan provinsi menuju otonomi
asimetris untuk Bali. Katanya,
desentralisasi atau otonomi
simetris yang berla-lu selama ini
tidak bisa menjawab keberag-
amanIndonesia.

Seminar yang dihadiri selunfi
anggota dewan, dan sejumlah
pemangku kepentingan ini, did-
aulat sebagai pembicara Wakil
Ketua DPRD Bali Dr. I Nyoman
Sugawa Korry, dan pakar hukum
tata negara Unud Prof lbrahim
R. Sementara itu, Ketua DPRD
Provinsi Bali, Nyoman Adi
Wiryatama menyatakan, dua
UU tersebut memang sudah

selayaknya direvisi. Pihaknya
pun akan membentuk pansus
untuk membahas revisi kedua
UU tersebut.

"Harapannya, kami bisa
memfasilitasi agar Bali
mendapatkan keadilan ter-
kait dana perimbangan dari
pemerintah pusat," jelas Adi.
(adv/pra/yor)

TUNTUT HAK
BALI: (Dari kiri)
Ketua DPRD BaIi
Nyoman AdiWiry-
atana, Gubernur
Made Mangku
Pastika, dan Wakil
Kelua DPRD Bali
Nyoman Sugawa
Korry dalam semi-
nar kemarin.


